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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat (social 

control), juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat (social engeneering). 

Kedua fungsi tersebut diharapkan berjalan serempak sehingga dapat menjaga dan 

mengatur masyarakat agar tidak terpengaruh oleh globalisasi.
1
 

Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dimana syariat Islam diturunkan 

dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Penetapan al-

Qur’an mengenai hukum dalam bentuk yang global dan simple menuntut dan 

memberikan kebebasan kepada para ulama untuk berijtihad sesuai dengan 

panggilan, tuntutan dan kebutuhan situasi dan kondisi.
2
 

Patokan dasar umum yang diberikan Islam menjadi petunjuk yang 

universal dan dinamis dapat diterima di semua tempat dan waktu, Fleksibilitas 

hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi tantangan perubahan dan 

perkembangan zaman. Salah satu perubahan yang berpengaruh terhadap 

kehidupan manusia adalah perkembangan dari bidang ekonomi yang terbentuk 

melalui instrument perbankan. Praktisi perbankan terus berinovasi dalam rangka 
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memenuhi kebutuhan transaksi para nasabahnya. Dan saat ini merupakan hal yang 

sangat  beresiko jika dalam melakukan transaksi yang cukup besar menggunakan 

uang tunai. Berawal dari pertimbangan tersebut Bank menawarkan berbagai 

macam kemudahan melalui fasilitas kartu yang ditawarkan. 

Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, dan untuk 

melakukan penarikan uang tunai. Berdasarkan fungsinya kartu ini terbagi kepada 

beberapa jenis yaitu credit card, charge card, debit card dan cash card. 

Umumnya kartu tersebut dikeluarkan oleh bank- bank umum dan perusahaan 

pembiayaan.
3
 

Salah satu produk perbankan syariah yang secara sepintas terdengar 

seperti kartu kredit adalah Syariah Charge Card, Syariah Charge Card 

sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN Nomor: 41/DSN-MUI/V/1004 adalah 

fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al-

bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat 

tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang  memberikan talangan 

(mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam transaksi Syariah 

Charge Card nasabah berkewajiban membayar kembali seluruh tagihan secara 

penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya. Misalnya, total nilai transaksi pada 

bulan sebelumnya adalah Rp. 1.000.000, maka pada saat tagihan diterima dari 
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perusahaan kartu, maka jumlah tagihan tersebut (ditambah biaya lainnya bila ada) 

harus dibayar seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran 

setiap bulan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh issuer.
4
 

Syariah charge card merupakan varian dari kartu yang umumnya hanya 

berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu, misalnya Indonesia. 

Pihak- pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu ialah penerbit 

(issuer), pemegang kartu (card holder) dan merchant (pihak yang menerima 

pembayaran atas transaksi). 

Eksistensi MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan wadah 

pembangunan yang berpengaruh terhadap program pemerintah Indonesia. Sebagai 

suatu lembaga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai tujuan mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur serta aman dan damai, sesuai dengan keinginan 

negara. Tugas pokok Majelis Ulama Indonesia adalah membina dan membimbing 

umat untuk meningkatkan iman dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam 

dalam mewujudkan masyarakat yang aman, adil dan makmur rohaniah dan 

jasmaniah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis 

Besar Haluan Negara yang diridhoi Allah SWT. 

Kemunculan berbagai permasalahan agama dan kemasyarakatan sangat 

memerlukan penyelesaian dan jawabannya dari sudut ajaran agama. Untuk itu 

Majelis Ulama Indonesia memiliki kegiatan utama yang dititik beratkan pada 
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ijtihad berupa fatwa yang merupakan suatu alternatif untuk pedoman masyarakat 

Islam agar tidak merasa asing terhadap perkembangan yang terjadi serta tidak 

pula mengesampingkan agama.
5
 

Dalam beberapa kondisi yang terdapat dalam fatwa Majelis Ulama 

Indonesia yaitu Syariah Charge Card. Sebab dalam pelaksanaannya produk ini 

melakukan dua jenis transaksi, transaksi pertama pemegang kartu melalui 

merchant saat belanja barang tertentu. Dalam transaksi ini memakai akad kafalah 

wal ijarah. Dan transaksi kedua dalam pengambilan uang tunai menggunakan 

akad Qard wal ijarah.
6
 

Penggunaan konsep multiakad dalam produk Syariah Charged ini 

digunakan Majelis Ulama Indonesia untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat. Berangkat dari beberapa permasalahan tersebut penulis tertarik untuk 

menganalisa bagaimana ANALISIS SYARIAH CHARGED CARD 

MENURUT FATWA MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004 (Studi di Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Cilegon). 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, 

maka penulis membatasi masalah penelitian mengenai ANALISIS SYARIAH 

                                                             
5Mohamad Atho Mudzhar, Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: INIS, 1975), h. 87.  
6
Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 246. 



5 
 

 
 

CHARGED CARD MENURUT FATWA MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004 

(Studi di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon). 

C.  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Alasan dan Proses Penetapan Fatwa MUI Nomor: 42/DSN-

MUI/V/2004 tentang Syariah Charged Card? 

2. Bagaimana Proses Mekanisme Syariah Charged Card di BNI Syariah 

Cilegon? 

3. Bagaimana Analisis Hukum Fatwa MUI Nomor: 42/DSN-MUI/V/2004 yang 

terdapat dalam Syariah Charged Card? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka terdapat beberapa 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian di antaranya : 

1. Untuk mengetahui Alasan dan Proses Penetapan Fatwa MUI Nomor: 42/DSN-

MUI/V/2004 tentang Syariah Charged Card. 

2. Untuk mengetahui Proses Mekanisme Syariah Charged Card di BNI Syariah 

Cilegon. 

3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Fatwa MUI Nomor: 42/DSN-

MUI/V/2004 yang terdapat dalam Syariah Charged Card. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian dengan judul “Analisis Syariah Charge Card  menurut Fatwa 

MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004 (Studi di Bank BNI Syariah kantor cabang 

Cilegon)” merupakan bentuk keingintahuan penulis mengenai Fatwa MUI tentang 

Syariah Charged Card dan proses mekanisme Syariah Charged Card di Bank BNI 

Syariah kantor cabang Cilegon. 

1. Secara Teoritis 

a. Menambah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

hukum islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah 

khususnya dalam bidang perbankan yaitu mengenai Syariah Charged 

Card. 

b. Sebagai acuan untuk penelitian dimasa yang akan datang  serta dapat 

dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(S.H) pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten. 

b. Memberikan rujukan dalam pedoman-pedoman yang harus dilakukan 

dalam bidang perbankan tentang Syari’ah Charged Card. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Dalam praktek hukum Islam terdapat beberapa teori yang telah ada di 

Indonesia hingga dewasa ini. Salah satu teorinya adalah Teori Kredo. Teori Kredo 

atau Teori Syahadat disini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum 

islam oleh meraka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai 

konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori kredo ini sama dengan teori 

otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R.GIBB. Gibb menyatakan bahwa telah 

menerima islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum islam 

dan dirinya. 

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam 

Madzhab, seperti Syafi’i dan Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori 

mereka tentang politik hukum internasional Islam (Fiqh Siyasah Dauliyyah) dan 

hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa seseorang yang sudah memeluk agama Islam sebagai pilihan hidupnya 

maka, harus mematuhi segala aturan dalam hukum Islam. Dalam semua bidang 

harus dipatuhi sesuai  dengan hukum Islam yang sudah ada.
7
 

Fiqh Muamalah (hukum perdata Islam) merupakan salah satu dari 

himpunan hukum Islam. Fiqh Muamalah, mengatur hubungan manusia dengan 

manusia yang menyangkut tentang benda, serta hak dan kewajiban manusia satu 

                                                             
7Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: PT. Lathifah Press daan Fakultas Syariah 

IAILM-Suralaya, 2009), h. 133. 



8 
 

 
 

sama lainnya.
8
 Jadi dalam bidang perbankan juga termasuk ke dalam Fiqh 

Muamalah, karena dalam bidang perbankan tidak lepas dari adanya hubungan 

manusia dengan manusia misalnya hubungan antara Nasabah dengan Pihak Bank 

dalam penggunaan Syariah Charged Card. 

Salah satu perubahan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia 

adalah perkembangan dari bidang ekonomi yang terbentuk melalui instrument 

perbankan. Maka dari itu bank menawarkan berbagai macam kemudahan melalui 

fasilitas kartu yang ditawarkan. Kartu ini terbagi kepada beberapa jenis yaitu 

credit card, charge card, debit card dan cash card. Di dunia perbankan 

konvensional keberadaan kartu tersebut sudah cukup lama dan telah memiliki 

nasabah yang tidak sedikit. Melihat respon positif mengenai kartu ini, maka Bank 

Syariah tertarik mengkaji produk tersebut untuk kemudian diterapkan dalam 

perbankan syariah tentunya harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Melalui 

Fatwa DSN MUI lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sebagai dasar 

dari prinsip syariah sebagaimana di atur oleh UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 

11 tahun 1008 tentang Perbankan Syariah melakukan pengembangan produk 

perbankan syariah.  

Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang merupakan wadah musyawarah 

para Ulama, dan Cendekiawan Muslim Indonesia adalah lembaga paling 

berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan 
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yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat 

kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. 

Berbicara mengenai fatwa dalam arti al-ifta’, kata Syatibi menurut istilah 

berarti ”keterangan- keterangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk 

diikuti”. Walaupun fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak mengikat namun 

keputusan- keputusan yang dihasilkan sangat diperlukan oleh berbagai pihak 

untuk memberikan kejelasan dan keterangan terhadap suatu permasalahan. 

Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa dasar dari adanya penetapan suatu 

fatwa berdasarkan adanya permintaan dari pihak pemerintah, atau karena adanya 

permintaan dari kelompok atau organisasi.
9
 

Dengan terbukanya pintu ijtihad untuk memahami, menggali dan 

membumikan serta mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan nyata, 

maka Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu mujtahid yang berjasa besar 

melestarikan pohon fiqh yang berakar dari syariat melalui ijtihad agar syariat 

tersebut tetap hidup. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan ijtihad 

tersebut, disadari atau tidak telah memberi peluang terhadap munculnya upaya 

untuk menghindari pelaksanaan syariat atau hukum Islam. Disisi lain terlihat 

sebagai bentuk perubahan pola dalam pelaksanaan hukum Islam.  
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Atas dasar itu kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera 

mengeluarkan pedoman buku yang memadai, serta transparansi yang mengatur 

prosedur, mekanisme dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan. Hal ini 

meningkatkan bahwa pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan sidang 

pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 

Januari 1986 M. dipandang sudah tidak memadai lagi.
10

 

Hukum Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan dan peradaban Islam 

mencapai puncak pada perkembangannya. Faktor yang paling urgen 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam pada saat itu 

adalah keadaan sosial politik yang kondusif. Keadaan yang demikian secara 

otomatis menambah laju perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam yang 

pengaruhnya besar terhadap perkembangan pemikiran Hukum Islam.
11

 

Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai 

masalah keagamaan bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara 

nasional. Majelis ulama daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai 

masalah yang bersifat lokal atau kasus yang terjadi di daerah yang terlebih dahulu 

dikonsultasikan dengan MUI/ Komisi fatwa MUI oleh tim khusus.
12
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Yang terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu Syariah Charge 

Card. Dalam pelaksanaannya produk ini melakukan dua jenis transaksi, transaksi 

pertama pemegang kartu melalui merchant saat belanja barang tertentu. Dalam 

transaksi ini memakai akad kafalah wal ijarah. Dan transaksi kedua dalam 

pengambilan uang tunai menggunakan akad Qard wal ijarah. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini atau penyusun skripsi ini penulis menggunakan metode 

deskripsi yakni metode peneltian yang menguraikan dan menggambarkan, 

mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menjelaskan suatu obyek dengan 

adanya untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis dengan langkah-

langkah berikut : 

1. Teknik pengumpulan data 

a. Penelitian kepustakaan (library research) 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik kepustakaan library research, yaitu dengan menghimpun data dari 

sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, artikel, dan sumber lainnya 

yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. 

b. Penelitian lapangan (field  research) 
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Pengumpulan data yang digunakanan dalam penelitian ini 

adalah dengan teknik penelitian lapangan field research yaitu : 

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

penelitian ini menggunakan study pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari respondend yang lebih mendalam dan jumlah 

responden sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, 

atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dengan 

melakukan dialog atau wawancara dengan pihak bank serta pihak-

pihak lain yang berkaitan dalam penelitian ini.  

2. Teknik pengolahan data 

Setelah diolah, informasi data hasil data tadi kemudian di 

analisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai 

dengan tujuan penelitian agar menghasilkan kajian yang cukup tajam, 

mendalam dan luas. Hasil kajian ini dilengkapi dengan tafsiran. Alat-

alat analisis kuantitatif maupun kualitatif dapat dipilih juga alat-alat 

analisis yang sesuai disiplin ilmunya. Selanjutnya data tersebut 

diinterpretasikan berdasarkan pemahaman atau pengetahuan yang 

dimiliki penulis interpretasi ini sangat penting, sehingga data yang 
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telah disajikan atau di analisis dapat memberi arti atau makna yang 

baik.  

Sehubung dengan teknik penelitian yang digunakan adalah 

penilitian deskripsi, maka pengolah datanya adalah analisis kualitatif. 

Metode penelitian kulitatif adalah metode penelitian berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme. Menggunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah(sebagai lawannya adalah experimen) 

dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data ini dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisi bersifat 

induktif/kuantitatif dan hasail penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna  dari pada generisasi.  

Dengan demikian dari semua pengolahan data peenlitan yang 

tersusun dalam penelitian skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk 

dalam bentuk kalimat atau komentar, sehingga tergambar masalahnya 

yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan data-data yang 

diperoleh dari hasil penelitian, melalui wawancara dan observasi yang 

telah penulis lakukan dilapangan.  

3. Teknik Penulisan  

a. Buku pedoman skripsi fakultas syariah, universitas Islam negeri 

“Sultan Maulana Hasanudin” Banten, Tahun 2018. 
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b. Untuk penulisan ayat ayat al quran berpedoman pada Al Quran dan 

terjemahnya, yang diterbitkan oleh depertemen agama republik 

indonesia. 

c. Penulisan hadis-hadis berpedoman pada buku aslinya, jika susah 

didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutif dari buku 

yang didalamnya terdapat hadis yang dimaksud. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam 

penulisan karya ilmiah.sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini 

agar terarah, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai 

beirkut: 

Bab I: Pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II: Deskripsi umum Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon,  Sejarah 

Bank BNI Syariah, visi-misi, dan produk-produk BNI Syariah 

Bab III: Tinjauan Teoritis Syariah Charged Card, Pengertian Syariah Charged 

Card, dan Dasar Hukum Syariah Charged Card dan Aplikasi Syariah Charged 

Card. 
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Bab IV: Analisis Syariah Charged Card Meliputi, Alasan dan Prosses 

Penetapan Syariah Charged Card yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 42/DSN 

MUI/V/2004, Proses Mekanisme Syariah Charged Card di BNI Syariah Kantor 

Cabang Cilegon dan Analisis Hukum Syariah Charged Card yang diatur dalam 

Fatwa MUI Nomor 42/DSN MUI/V/2004. 

Bab V: Penutup, kesimpulan dan saran. 


